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“BASARNAS PROFESIONAL dalam bertindak, MEKANISME yang terpadu dan PERALATAN SAR
yang memadai serta KEKOMPAKAN dalam pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan”

sekal Madya TNI M. Syaugi, S.Sos., M.M.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa To'ala,
karena berkat rahmat-Nya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
dapat menjalankan tugas selama tahun 2017.

Secara berkala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menerbitkan
buku laporan tahunan yang berisi tentang pelaksanaan kegiotan dan program
kerja pembinaan di lingkungan Basarnas. Langkah ini sebagai komitmen pemerin-
tah dalam menyampaikan informasi secara transparan dalam melaksanakan
amanah, tugas, dan tanggung jowab pelayanan jasa pencarian dan pertelongan
di Tanah Air, sebagaimana diatur dalem Undang-undang No.29/2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan serta Peraturan Presiden No.83/2016 tentang Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Tugas dan fungsi Lembaga dalam peraturan perundang-undangan itu,
merupakan amanah dan legalitas bagi Badan Nasional Pencarian dan Perfolongan
pada saat ini dan masa mendatang. Sehingga secara berkesinambungan, Basar-
nas dapat terus melaksanakan kebijakan dan program pelayanan jasa pencarian
dan pertolongan kepada masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam
menentukan langkah-langkah kebijakan untuk kemajuan Basarnas dimasa men-
datang.

Kami menyadari penyusunan laporan tahunan ini masih banyak kekurangan
dalam penyajiannya, untuk itu diharapkan saran dan masukan dari pembaca.
Akhir kata, semoga buku ini dapat bermantaat dan menjadi media evaluasi ber-

sama terhadap program dan kegiatan kedepan agar semakin optimal.

Jakarta, Januari 2018

An. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Sekretari

Dada
Pe

rkuni, S.E., M.M,
ina Utama Madya (IV/d)
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BIRO PERENCANAAN

BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM

enyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL [RKA-KL)
Basarnas Berikut kronologis Penyusunan RKA-K/L Basar-

nas Tahun Anggaran 2018 ;

15

Pada bulan Maret 2017 Badon Nasional Pencari-
an dan Pertolongan telah melaksanakan kegiatan
Penyusunan Pagu Kebutuhan Basarnas Tahun 2018
sebesar Rp.4.501.918.147.000,- sesuai dengan Surat

Badan Masional Pencarian dan Pertolongan Nomeor:

KU.002/1/746 — BSN dengan rincian sebagai berikut

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksa-
naan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR MNasional
Rp.614.732.384.000 ,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Badan S5AR Nasional Rp.363.861.185.000,-

Program Pengelclaan Pencarian, Pertolongan, dan

Penyelamatan Rp.3.523.324.578.000,-

Sesuai surat  Menteri  Perencanaan  Pembangu-
nan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor:
5-398/MK.02/2017 dan B.193/M.PPN/D.8/
KU.01.01/05/2017 tanggal 9 Mei 2017 Perihal
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu
Indikatit Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahaun 2018, Badan Nasienal
Pencarian dan Pertolongan mendapatkan alokasi ang-
garan Pagu Indikatif sebesar Rp.2.035.099.560.000,-
dengan rincian sebagai berikut :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksa-
naan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR MNasional
Rp.528.038.790.000 ,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Badan SAR MNasional Rp.176.018.870.000,-

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan
Penyelamatan Rp.1.331.041.900.000,-

Telah diloksanokan Triloteral Meeting dengan Bap-
penas dan Kementerian Keuangan pada tanggal 7
Juni 2017 dengan hasil catatan antara lain :

Berdasarkan Pagu Indikatif Tohun 2018 Ba-
sarnas mendapatalokasi anggaran sebe-
sar  Rp.2.035.099.560.000,- maka terdapat
selisih  kekurangan anggaran (Backlog) sebesar

Rp.2.466.818.587.000,- dari Usulan Pagu Kebutuhan
sebesar Rp. 4.501.918.147.000,-

Berdasarkan surat Menteri Keuvangan dan Ment-
eri Perencanaan Pembangunan MNasional dan No-
mor: 3-593/MK.02/2017 dan 291/M.PPn/D.8/
KU.01.01/07y/2017 tanggal 25 Juli 2017 Perihal
Pagu Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan
Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kemen-
terian Megara/ Lembaga Tahun Anggaran 2018 Ba-
sarnas mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp.

2.035.099.560.000,-

Berdasarkan surat Badan Anggaran DPR Rl Nomeor:

AG/18752/DPR RI/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017
perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN
2018, sesuai dengan hasil pembahasan panja belan-
ja pemerintah pusat Badan Masional Pencarian dan

Pertolongan mendapatkan tambahan belanja prioritas
sebesar Rp. 200.000.000.000,-

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor : 5- 162/
MK.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal Pen-
yampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lem-
baga TA 20718 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Ker-
ja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR-R
dalam Rangka Pembicaraan Tingkat |/ Pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2018,
Basarnas mendapatkan tambahan belanja prioritas
sebesar Rp.200.000.000.000,. Sehingga Pagu Ang-
garan setelah perubahan Badan Masional Pencarian
dan Pertolongan menjadi Rp. 2.235.099.560.000,-
dengan rincian sebagaiberikut ;

Program Dukungan Manajemen dan  Pelaksan-
aan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Masional Rp.
614.732.384.000 ,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Badan SAR Nasional Rp. 363.861.185.000,-

Program Pengelolaan Pencarian, Perfelongan , dan
Penyelamatan Rp.3.523.324.578.000,-

Sesuai dengan kesimpulan Ropat Dengar Pendapat
(RDP) dengan DPR Rl tanggal 19 Okiober 2017, DPR
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Rl telah menyetujui dan mengesahkan penyempur-
naan alokasi anggaran dan program Kementerian/
Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR Rl dalam RAPBN
TahunAnggaran 2018,

8. Sesuai surat Kementerian Keuangan Nomor : UND-
357/AG.3/2016 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal
Undangan Rapat Penelahaan RKA-K/L Alckasi Angga-
ran TA 2017, Basarnas telah melaksanakan Penela-

haon dengan Kementerian Keuvangan pada tanggal 1
~ 3 Nopember 2017,

BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Laporan Kinerja merupokan saloh satu penilaian

Reformasi Birckrasi khususnya bidang Penguatan
Akuntabilitas. Laporan Kinerja Lembaga akan dievaluasi
oleh Kementerian PAN dan RB sedangkan Laporan Kinerja
UPT dan Unit Kerja dievaluasi oleh Inspektorat,

Penyusunﬂn Lakip 2016 dan Perjanjian Kinerja 2017

Adapun dasar penyusunan Laporan Kinerja telah diatur
dalam Peraturan Presiden MNomor 29 Tahun 2014 ten-
tang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomeor 53 Tahun 2014 tentang Petun-
juk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Un-
tuk penyerahan laporan kinerja itu sendiri telah dijelaskan
bahwa paling lambat 2 {dua) bulan setelah tahun angga-

CAPAIAN

TARGET

AHUN REALISASI  SKOR
100%
100%
100%
100%

Tobel. Haosil Evaluasi Perilokan Laporon Binerjo Bosames Tabun 20132 - 2014

Cirafik. Hosil Evaluasi Peniloion Laperar Kinarja
Bodon Mosionol Pencorian don Perlolorgon Tehen 3013 - 2074

ran berakhir,

Pada Tahun 2017, Biro Perencanaan melalui Bagian Evalu-
asi dan Pelaporan telah melaksanakan Penyusunan
Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja 2017
pada tanggal 31 lanuari s.d 2 Pebruari 2017 di Hotel Le
Grandeur, Jakarta yang diikuti oleh perwakilan dari mas-
ing-masing UPT.

Berikut ini hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB
terhadap Laporan Kinerja Badan MNasional Pencarian dan
Pertolongan periode 2013 — 2016.

Untuk Laporan Kinerja Tahun 2017 Badan Nasional Pen-
carian dan Perfolongan sampai dengan saat ini belum di-
umumkan hasilnya oleh Kementerian PAN dan RB.

Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran

Kegiatan ini merupokan pelaksanaan untuk penyusunan

pelaporan baik pelaporan kegiatan rencana dan program

Badan Masional Pencarian dan Pertolongan. Adapun ke-

giatan selama Tahun Anggaran 2017 antara lain:

*  penyusunan Laporan Triwulanan |V Tahun 2016, Lapo-
ran Triwulan || Tahun 2017, Laporan Triwulan |1l Tahun
2017,

* Laporan Tahunan Tahun 2016

* Aplikasi SIP-Monev (saat ini sedang dalam proses
pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan sis-
tem aplikasi lain di lingkungan Badan Nasional Pen-
carian dan Pertolongan)

Selain kegiatan di atas, seloma Tahun Anggaran 2017

juga terdapat kegiatan penyusunan pelaporan eksternal

seperti:

*  Penyusunan laporan capaian kinerja untuk Sekretarist
Kabinet;

* Bohaon pidato Presiden;

+  Aplikasi SMART-DJA dari Kementerian Keuangan;

*  Aplikasi E-Monev dari Bappenas.

Untuk peloporan yang bersifat eksternal kepada Instan-
si terkait, Biro Perencanaan melalui Bagian Evaluasi dan
Pelaporan telah melaksanakan kegiatan, antara lain:

+  Aplikasi E-Monev yaitu Aplikasi untuk mempermudah
pelaksanoan meoenitoring dan evaluasi realisasi ang-
garan dengan target perencanaan anggaran. Telah
dilaksanakan sosialisasi pada Triwulan | 2017 dari
Bappenas pada tanggal 11 s.d 13 April 2017 di Hotel
Le Grendeur, Jakaria.

* Dalam rangka mensinkronisasikan banyaknya pelapo-
ran yang selama ini dibuat oleh UPT untuk disampai-
kan kepada unit kerja terkait di kantor pusat sehingga
didapatkan format dan bentuk pelaporan yang lebih
efektif dan efisien. Untuk itu pada tanggal 14 s.d 16
Agustus 2017 telah dilaksanaokan kegiatan Sinkronis-
asi dan Efisiensi Pelaporan dengan mengundang per-
wakilan unit kerja eselon |l serta perwakilan dari Kan-
tor SAR Jakarta dan Balai Diklat di Hotel Le Grandeur,
Jakarta. Hasil pembahasan dengan unit kerja tersebut
selanjunya akan disusun menjadi draft Peraturan Ke-
pala Basarnas agar memiliki landasan hukum dan pe-
doman pelaksanaan.

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Monitoring dilaksanakan dengan

tujuan :

* Peninjouan lopangan serta pelaksanoan kegiatan
pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama periode ta-
hun berjalan;

*  Peninjauan pelaksanaan kegiatan belanja modal baik
realisasi anggaran maupun realisasi fisik;

* Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasala-
han yang timbul serta memberikan solusi upaya pe-
mecahannya;

* Selain itv pada monitering kegiatan juga dilaksana-
kan kegiatan sosialisasi tentang pelaporan dan ap-
likasi guna mendukung penilaion Reformasi Birokrasi.
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BAGIAN KERJASAMA

29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan,

guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat
bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga
atau organisasi internasional di bidang pencarian dan per-
tolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan
hal tersebut, bagian kerjasama mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyiopan koordinasi kerjasama dan ban-
tuan luar negeri, penyusunan kerjaosama dan bantuan luar
negeri serfa penyusunan laporan rencana dan program
kerjasama dan bantuan luar negeri. Kerjasama tersebut
diatas mencakup kegiatan kerjosama teknis operasional
dan bantuan luar negeri melalui kerjosama secara bilater-
al, regional maupun multilateral.

Sﬂhnguimﬂnu tersebut dalam Undang-Undang nomor

SEARCH AND RESCUE OFFICER EXCHANGE PROGRAM

Merupakan pertukaran pegawai Badan Nasional Pencar-
ian dan Pertolongan dengan JRCC AMSA di Canbera.
Pada tahun 2017 dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pejabat
Badan Masional Pencarian dan Pertolongan yang bekerja

di JRCC AMSA di Canberra selama 1 bulan.

Task Force Meeting (TFM) on the Development of Succes-
sor ASEAN Strategic Transport Plan Badan Masional Pen-
carian dan Pertolongan di bawah koordinasi Kementerian
Perhubungan, turut serta dalam pembahasan ASTP 2016-
2025 sebagai kelanjutan dari Brunei Action Plan 2015,
Adopun specified goals, actions and milestones ASEAN
Transport Strategic Plans 2016-2025 berada di bawah
koordinasi sektor transportasi maritim dan udara.

INSARAG Working Group and Team Leaders Meeting

Pada tanggal 16 — 20 Oktcber 2017 bertempat di Den-
pasar - Bali, Bagian Kerjasama menjadi asistensi Direk-
torat Operasi pada pelaksanaan INSARAG Working Group
and Team Leaders Meeting. INSARAG Team Leaders Meet-
ing merupakan pertemuan tahunan yang dihadiri oleh 80
negara dan/atau organisasi internasional yang tergabung

dalam keanggotaan INSARAG di kawasan Asia Pasifik,
Afrika/Eropa/Timur Tengah, dan Amerika. Pertemuan ini
merupakan forum yang membahas masalah teknis yang
berkaitan dengan USAR sebagai masukan dalam peny-
usunan kebijakan dan pedoman (Guidelines). Pertemuan
ini juga merupakan sarana bagi para praktisi USAR yang
berpengalaman dalam menangani insiden runtuhnya
bangunan (collopsed structure] secara nasional maupun
internasional. Masukan, saran dan pengalaman dari para
praktisi ini sangat berguna untuk meningkatkan kapabili-
tas operasional respon tim USAR internasional,

INSARAG External Classification

Setiap Megara yang memiliki tim USAR sangat dianjur-
kan untuk mengajukan permohonan klasifikasi INSARAG
External Classification {IEC), guna menyamakan persepsi
standar operasional Tim USAR di dunia sesuai pedoman
dan metodologi INSARAG, serta meningkatkan kapabili-
tas tim USAR dalam penyelamatan korban bencana dalam
skala nasional dan/atau perbantuan internasional ke Me-
gara terdampak. Proses sertifikasi ini bukan menjadi syarat
mutlak untuk menjadi anggota INSARAG, namun demikian
hanya Megara anggota yang memiliki tim USAR dengan
klasifikasi medium atau heavy, yang dapat sewaktu-waktu
dimintakan bantuan untuk mendukung pelaksanaan tim
USAR di MNegara terdampak (internasional). Badan SAR
Nasional (BASARNAS) selaku koordinator di cluster pen-
carian dan penyelamatan dalam penanggulangan benca-
na di Indonesia mendapat perhatian dari UN-OCHA/IN-
SARAG sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas
penting dalam penanggulangan bencana khususnya yang
terjadi di wilaych Indonesia. Oleh karena itu, BASARNAS
diundang untuk turut serta menjodi anggota INSARAG.
Atas dasar kondisi geografis serta frekuensi (statistik) ter-
jadinya bencana di Indonesia, maka BASARNAS diharap-
kan juga untuk dapat meningkatkon kapabilitas tim USAR
nya sesuai mekanisme |EC, dan apabila dimungkinan
dapat memberikan perbantuan internasional ke negara
terdampak (internasional).

DOKBASARNAS 2017
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BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN HUKUM

1. Sosialisasi UU Pencarian dan Pertolongan dan Pera-
turan Pelaksanaannya, telah melaksanakan kegiatan
antara lain;

*  Melaksanakan Rapat Penyiapan Bahan Sosialisasi UU
tentang Pencarian dan Peraturan serta Peraturan Pelak-
sana pada tanggal 1-3 Maret 2017 di Hotel Golden
Boutique Jakarta

* Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pelaksana UU No
29 Thn 2014 #g Pencarian dan Pertolongan bersama
dengan Ropat Koordinasi SAR di Palangkaraya, Kalim-
antan Tengah wilayah kerjo Kantor SAR Banjormasin
pada tanggal 26-28 April 2017

*  Melaksanakan Rapat Peningkatan kapasitas stake-
holder pengadoan barang/jasa terkait penanganan
permasalahan hukum dan pelaksanaan  pelatihan
hukum kontrak pengodoan barang/jasa pemerintah

yang diselenggarakan oleh LKPP di Manado pada
tanggal 19-21 Juli 2017

2. Penyusunan Peraturan Pelaksanaon UU Pencarian dan
Pertolongan, telah melaksanakan kegiatan antara
lain:

* Melaksanaokan Rapat Pembohasan Peraturan Kepala
Badan Masional Pencarion dan Pertolongan ttg kode
efik rescuer pada tanggal 29-31 April 2017 di Hotel
Onih Bogor

*  Melaksanakan Rapat Penyusunan RPPres ttg Renduk
Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 24-26 Agus-
tus 2017 di Hotel Le Grandeur Jokarta

3. Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-un-
dangan di lingkungan Basarnas, telah melaksanakan
kegiatan antara lain:

*  Melaksanakan Ropat Pembahasan Substansi Penyusu-
nan RPPres ttg Renduk Pencarian dan Pertolongan MNa-
sional pada tanggal 25-27 September 2017 di Bogor

* Melaksanokan Evaluasi Peroturan Kepala Badan thn
2017 dan Penyusunan program Peraturan Kepa-
la Badan Tahun 2018 pada tanggal 16-18 Oktober
2017 di Jakarta

Pada Tahun 2017 Bagian Hukum telah melaksanakan ke-
giatan sebagai berikut :

Penyusunan Produk Hukum

1. Telah ditetapkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yaitu
PP Momor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi
Pencarian dan Pertolongan dan PP Nomeor 22 Tahun
2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan

= Telah ditetapkan 19 (sembilan belas) Peraturan Kepala
Badan MNasional Pencarian dan Pertolongan

* Telah ditetapkan 155 (seratus lima puluh lima) Surat
Keputusan Kepala Badan Masional Pencarian dan Per-
tolongan Telah ditetapkan 19 (sembilan belas) Peratur-
an Kepala Badan MNasional Pencarian dan Pertelongan

* Telah ditetapkan 155 (seratus lima puluh lima) Surat
Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Per-
tolongan

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di 19 Kan-
tor Pencarian dan Perfolongan dan Balai Diklai

3. Telah disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional

4. Telah dilaksanakannya telaah penyusunan produk hu-
kum sebanyak 15 (lima belas) telaah

5. Telah dilaksanakan pendampingan hukum di 4 (em-
pat) Kantor Pencarian dan Pertolongan

6. Telah dilaksanakan Diklat Penyusunan Peraturan Pe-
rundang-undang

7. Telah dilaksanakan Diklat Advekasi

ORGAMISASI DAN TATALAKSANA

1. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan / Organ-
isasi.

Dengan adanya Peraturan Kepala Badan MNasion-
al Pencarian dan Pertolongan maka perlu tindak lanjut
untuk rancangan peraturan tersebut, setelah disepaoka-
ti mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan
Nasienal Pencarian dan Pertolengan oleh tim Assessment
Kelembagaan Kemenpan agar disusun Penyusunan Ran-
cangan Peraturan Kepala Badan SAR Masional tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerjo di lingkungan Badan
Masional Pencarian dan Pertolongan. Sehingga dapat
dilakukan kegiatan untuk penyusunan peraturan tersebut
dengan menyisir safu per satu rancangan peraturan Kepa-
la Badan SAR Masional dengan unit kerja masing-masing
di lingkungan Badan SAR nasional.

2. Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prose-
dur (SOP)

Saloh satu aspek penting untuk mewujudkan

birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rang-
ka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan/kualitas
pelayanan publik odalah dengon memperbaiki proses
penyelenggaran administrasi pemerintahan melalui peny-
usunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur
[SOP) Administrasi Pemerintahan.
Saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memi-
liki 342 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetap-
kan oleh Kepala Badan SAR dengan PK.24 Tahun 2014 ten-
tang perubahan Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2013 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan SAR Na-
sional, untuk itu sesuai dengan perkembangan organisasi
di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maka perlu
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut
agar lebih meningkatkan kinerja Badan Nasional Pencari-
an dan Pertolongan.

3. Penyusunan Peta Proses Bisnis

Teloh dilakukan Penyusunan peta proses bisnis
Kantor SAR dan Pos SAR, Penyusunan peta proses bisnis
sampai dengan ke sub proses bisnis. Dalam penyusunan
peta proses bisnis setiap unit kerja yang mewakili meny-
usun peta proses sampai dengan sub proses,
Dari kegiatan tersebut, Penyusunan Peta Proses Bisnis ada-
lah bahan untuk menyusun bisnis proses, adapun lang-
kah-langkah daloam menyusun bisnis proses: Business
Process Map, Sub Business Proces Map, Relationship Map,
Cross-Functional Map, SOP Makro, SOP Mikro.
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4. Evaluasi Nomenklatur jabatan dan Uraian Tugas

Untuk dapat mempermudah proses penyusunan
uraian tugas maka terdapat tahapan yang perlu dilakukan
dalam penyusunan nomenklatur jabatan dan uraian tugas
tersebut yang salah satunya adalah menentukan nama
jabatan yang belum sesuai dengan tugas dan fungsinya,
Salah satu bentuk nama jabatan yang belum sesuai terse-
but akan dijadikan masukan terhadap penyusunan no-
menk!atur jabatan yang ada di masing-masing unit kerja
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

5. Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan

Analisis jabatan pada dasarnya merupakan sua-
tu bentuk penelitian dengan tipe deskriptf yaitu dengan
mengumpulkan data jabatan, mengolahnya menjadi in-
formasi jabatan dan menyajikannya untuk program-pro-
gram fertentu. Dengan demikion maka keberhasilan
analisis jabatan sebagai proses untuk menghasilkan infor-
masi jabatan, sangat tergantung pada pengumpulan data
jabatan. Seperti juga dalam penelitian yang lain, pengum-
pulan data jabatan harus dapat menghasilkan data yang
memenuhi kriteria data yang baik yaitu obyektif, reliable,
valid, tepat waktu, akurat, relevan, representative, kom-
prehensif, sistematik dan lengkap artinya tidak menyim-
pang dari keadaan sebenarnya, tidak mengarang atau
mengada-ada. Untuk mendapatkan data yang obyektif
diperlukan sikap netral, kejujuran dan menghindarkan
subyektifitas semaksimal mungkin, Maka perlu dilakukan
penyusunan Analisis Jabatan (Anjab).

6. Penyusunan Pedoman Pola Karir

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah dijelas-
kan bahwa yang dimaksud dengan pola dasar karir ada-
lah pedoman yang memuat teknik dan metode penyusu-
nan pela karir dengan menggunakan unsur-unsur antara
lain pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, pangkat
golongan ruang dan tingkat jobatan. Dengan adanya
pola karir yang jelas akan menjamin ketenangan kerja
dari pegawai dan dapat memacu kinerja pegawai karena
mereka dapat menentukan sendiri karirnya sesuai dengan
kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
Sementara yang dimaksud dengan pola karir adalah pola
pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengemban-
gan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian
antara jabatan, pongkat, pendidikan dan pelatihan jabai-
an, kompetensi serta masa jobatan sesecrang PMS sejak
pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai
dengan pensiun. Dalam finalisasi penyusunan pola karir
di lingkungan Badan Masional Pencarian dan Pertolongan
ini yang diadakan di bagion organisasi dan tota loksa-
na adalah untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap
pegawai sesuai dengan pola karir pegawai dimaksud.

7. Evaluasi dan Penyusunan Analisis Beban Kerja

Hasil Penyusunan Analisa Beban Kerja [ABK) di
lingkungan Badan SAR Nasional adalah adanya peruba-
han jumlah pemangku jabatan karena disesuaikan dengan
perhitungan beban kerjo pegawai di lingkungan Badan
SAR NMNasional dan ada beberapa nomenklatur jabatan
dan uraian tugas yang berubah karena disesuaikan den-
gan Peraturan Kementerion PAN dan Reformasi Birokra-
si Nomor 25 Tahun 2016 tentang Momenklatur Jabatan
Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instan-
si Pemerintah.

Analisis beban kerja dilakukan dengan membandingkan
bobot/beban kerja dengan norma waktu dan volume ker-
ja. Target beban kerja ditentukan berdasarkan rencana
kerja atau sasaran yang harus dicapai oleh setiap jobatan,
misalnya mingguan atauv bulanan. Volume kerja datanya
terdapot pada sefiop unit kerja, sedangkan norma waktu
hingga kini belum banyak diperoleh sehingga dopat di-
jadikan suatu faktor tetap yang sangat menentukan dalam
analisa beban kerja.

Maksud penyusunan analisis beban kerjo adalah untuk
menyediakan instrumen dalam proses penataan kelem-
bagaan/SDM, melakukan penilaian beban kerja Unit Ker-
ja, yang hasilnya akan dipergunaokan sebagai bahan (in-
put) bagi proses perencanaan penataan/penyempurnaan
struktur organisasi dan kepegawaian,

BAGIAN KEPEGAWAIAN

NO KANTOR PUSAT JUMLAH

PNS MNon PNS
Pegawai 341 :
Honorer Administrasi 3 17

Mekanikal Elektrikal - 23

Security 47
Officeboy 57
Driver 14

Jumliah 158

1. Diklat PIM IV

Tahun 2017 Bodan SAR Nasional melaksana-
kan Diklatpim TK. IV, mengikutsertakan 1 Pegawai Kantor
SAR Kelas B Pangkal Pinang a.n. Kernelis , S.Pd.di Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan 5DM Daoerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan 1 Pegawai Kantor SAR
Kelas B Kupang a.n. Maxianus Bekabel, 5.50s. di Badan
Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT, serta 8 orang
Pegaowai Badan Masional Pencarian Dan Pertolongan terdi-
ri dari 4 orang pegawai Kantor Pusat dan 3 orang pegawai
dari Kantor SAR di PPKP-Ciawi Bogor Jawa Barat. Serta 1
orang pegawai, dari Kantor SAR Pontianak yang mengikuti
di BPASDM Provinsi Kalimantan Barat .

2. Diklat PIM 1|
Tahun 2017 Badan Masional Pencarian Dan Per-
tolongan melaksanakan Diklatpim TK. |l bekerjasama

dengan Pusdiklat Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
Rl Jakarta. Diklat dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Kementerian Ketenagakerjaan Rl Jakar-
ta pada tanggal 31 Juli 2017 selama + 4 [empat) bulan,
3. Diklat PIM I

Tahun 2017 Badan SAR Masional melaksanakan
Diklatpim TK. 1l, mengikutsertakan 4 orang Pegawai Kan-
tor Badan Nasicnal Pencarian Dan Pertolongan di LAN Rl

4. Pengolahan Data Base Kepegawaian
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* Update SIMPEG

Update SIMPEG dilaksanakan berdasarkan kebutuhan
informasi tentang keadaan data pegawai terkini, baik
ditingkat Pusat maupun di Kantor SAR atau Balai Diklat,
sehingga data pegawai yang ada akan memberikan man-
faat bagi pegawai yang bersangkutan dan pihak lain yang
membutuhkan, serta kebutuhan Organisasi khususnya.
Terwujudnya suatu Sistem Informasi Manajemen Kepega-
waian yang terintegrasi dalam suatu jaringan komputer,
yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk
menunjang pengambilan keputusan manajemen sumber
daya manusia di bidang Pencarian dan Pertolongan.

* |ndeks Profesionalitas ASN

Penyusunan indeks profesionalitas ASN  adalah suatu
hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap
ASM dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis
dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana
pengembangan SDM yang jelas. Pengukuran indeks pro-
fesionalitas ASM dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai
dengan mengukur indeks profesionalitas bagi seluruh pe-
jabat struktural di lingkungan Badan SAR Nasional. Peny-
usunan Indeks Profesionalitas ASN ini dilaksanakan un-
tuk untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau
kelompok di Lingkungan Badan SAR Nasional

* Kegiatan Update Simpeg Badan Masional Pencarian
dan Pertolongan

Pelaksanaan kegiatan Update Simpeg Badan MNasional

Pencarian dan Pertolongan oleh peserta dapat terselesai-

kan sesuai dengan pembagion tugasnya serta berjalan

dengan baik dan lancar.

5. Open Promotion Jabatan Pimpinan Tinggi

Tahun 2016 Seleksi Terbuka JPT Madya Deputi Bi-
dang Bina Tenaga Dan Potensi Pencarian Dan Pertelongan
Badan SAR Masional melaksanakan, menyeleksi 4 orang
Pejabat eselon || Kantor Pusat Badan SAR Nasional,

Dari hasil akhir Seleksi Terbuka Pengisian JPFT
Madya Deputi Bidang Bina Tenaga Dan Potensi  Pencari-
an Dan Pertolongan, penyampaian 3 calon sesuai urutan
peringkat hasil seleksi disampaikan Kepala Badan SAR
MNasional kepada Presiden Rl melalui Sekretaris Kabinet
selaku Sekretaris TPA dengan menggunakan format sesuai
Surat Edaran Sekretaris Kabinet Republik Indonesia No-
mor | Tahun 2017 tentang Pengajuan Usul Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya.,

6. Seleksi CPNS

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 71 Ta-
hun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Pen-
carian dan Pertelongan memperoleh tambohan formasi
pegawai sebanyak 160 orang dan ditetapkan Pengumu-
man Nomor PENG-27/IX/BSM-2017 tanggal 4 September
2017.
7. Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu
*  Pranata Humas
*  Bimbingan Teknis Tim Penilai Jabatan Fungsional Per-

awat

*  Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Perawat

*  Bimbingan Teknis Penyusunan Penilaian Kinerja Jabat-
an Fungsional Arsiparis

8. Pembinaan Bidang Kepegawaian

Kegiatan yoang dilaksanakan yaitu membahas kegiatan

Pembinaan Bidang Kepegawaian Tahun 2017 yang telah

diloksanakan selama bulan Januari s.d. November 2017,

Untuk tahun 2017, pembinoan bidang kepegawaian

diloksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

*  Pembinaan dan Pemeriksaan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil. Bagian Kepegawaian Biro Hukum dan Kepeg-
awaian Badan MNasional Pencarian dan Pertolongan
telah melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan
disiplin pegawai negeri sipil di beberaopa Kantor Pen-
carian dan Pertolongan. Dasar dari hal tersebut yaitu
adanya laporan dari Tim Pemeriksa Kantor Pencarian
dan Pertolongan yang telah melakukan pemeriksaan
terhadap beberapa pegawai yang melakukan disiplin
pegawai dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerin-
tah Nomeor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ada
7 (tujuh) Kantor Pencarian dan Perfolongan yang peg-
awainya melakvkan pelanggaran disiplin pegawai.

* Dari Pembinaan Bidang Kepegawaion yang telah
dilaksanakan, maka bogian Kepegawaian melak-
sanakan evaluasi dari kegiatan pembinaan bidang
kepegawaian yang sudah dilaksanakan di tahun
2017. Kegiatan evaluasi tersebut yoitu melakukan
analisa terhadap pemeriksaan pelanggaran disiplin
yang telah dilaksanakan yaitu dari sisi :

1. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perun-
dang-undangan yang digunokan sebagai dasar
hukum dari pemeriksaan disiplin pegawai yaitu :

*  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASM merupakan pengganti dari Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian yang saat sudah tidak
sesuai dengon tuntutan nasional dan tantangan
global.

* Peraturan Pemerintah Nomeor 11 tahun 2017 ten-
tang Manejemen ASN. Peraturan ini merupakan
ketentevan pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,

*  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten-
tang Disiplin PNS. Peraturan Pemerintah tentang
disiplin PN5 ini antara lain memuat kewajiban, la-
rangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatu-
hkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan
pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimak-
sudkan untuk membina PNS yang telah melakukan
pelanggaran, agar yang bersangkutan mempun-
yai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulan-
gi dan memperbaiki diri pada masa yang akan
datang. Kewenangan untuk menetapkan kepu-
tusan pemberhention bagi PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Per-
aturan Pemerintah ini. Selain hal tersebut di atas,
bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan
hak untuk membela diri melalui upaya adminis-
tratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kese-
wenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman
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disiplin,

*  Peraturan Pemerintah Momaor 45 Tahun 1990 ten-
tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan dan Perce-
raian Bagi PNS.

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian MNegara
Nomeor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksa-
naan Peraturan Pemerintah Momor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS,

*  Peraturan ini merupakan pedoman bagi pejabat
dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan da-
lam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerin-
tah Momor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin.

2. Penjatuhan sanksi/hukuman disiplin.

Dari pemeriksaan disiplin PNS di ling-
kungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolon-
gan, bahwa sanksi/penjatuhan hukuman disiplin
kepada PMNS yang telah melokukan pelanggaran
disiplin sudah sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku. Sebelum PNS di-
jatuhi hukuman disiplin ada proses yang harus
dilakukan, yaitu panggilan, pemeriksaan yang dit-
vangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang isinya men-
jelaskan gambaran umum tentang pemeriksaan
yang dilakukan berupa pelanggaran disiplin yang
dilakukan, ketentuan apa soja yang dilanggar,
hal-hal yang meringankan dan memberatkan ser-
ta rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin ses-
uvai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PN5. Setelah hasil pemeriksaan
dan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin
disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),
maka dikeluarkan keputusan penjotubhan huku-
man disiplin PNS.

Pembinaan yang dilakukan.

Pembinaan yang dilakukan terhadap PNS
di lingkungan Badan Masional Pencarian dan Perto-
longan yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu
berupa memberikan kesempatan yang bersangku-
tan untuk beritikad baik memperbaiki diri dalam
perilaku, tingkah laku dan kinerja sehari-hari dan
pimpinan/atasan langsungnya memberikan keper-
cayaan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan
tambahan dan diberikan kesempatan untuk mengi-
kuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sesuai den-
gan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian, dari
Kantor Pusat sendiri pembinaan dilakukan dengan
memberikan sosialisasi tentang masaloh Kepeg-
awaian berupa disiplin pegawai, izin perkawinan
dan perceraian, mutasi, kesejahteraan, penghar-
gaan, dan loin-lain, serta diskusi-diskusi untuk
membahas permasalahan kepegawaian yang ada
di lingkungan unit kerja setempat

@. Program Beasiswa Poscasarjana

Pelaksanaan kegiatan Kulich Semester Awal se-
banyak 8 orang di Universitas Gajah Mada, mulai bu-
lan September 2017 s.d. Februari 2018, Penandatan-
ganan Perjanjian Kerjosoma (PKS) antara Baosarnas
dengan Sekolah Pascasarjana Magister Kebencanaan

10.

LIGM oleh Sekretaris Utama Basarnas Bpk. Dadang
Arkuni, S.E., M.M. dan Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada, Ibu Prof. Ir. Siti Malkhamah,
M.Sc., Ph.D. di Kampus UGM Yogyakarta pada hari
Rabu 19 April 2017.

Analisis Kebutuhan Pegawai dan Penyusunan Formasi

CPNS

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
B/231/M.SM.01.00/2017 tanggal 20 April 2017
perihal Penyusunan Kebutuhan PNS pada Badan
SAR Nasional Tahun 2017, Untuk dapat mengetahui
gambaran struktur organisasi, peta jabatan, jumlah
pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan
dan jumlah kekurangan/kelebihan pegawai dengan
menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kemen-
terian PAN dan RB, yang nantinya akan menjadi dasar
dalam penetapan formasi dan pengadaan pegawai di
masing-masing instansi pemerintah.
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BIRO UMUM

KEHUMASAN

penyebaran informasi tentang kebijokan, program
dan kegiatan-kegiatan Kementerian/ Lembaga Pe-
merintah kepada masyarakat, serta mewujudkan tata
kelola pemerintah yang baik (good governance).
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melak-
sanakan pembinaan dan peloksanaan kegiatan hubungan
pers dan media, publikasi serta hubungan antar lembaga
pemerintah dan organisasi.
Tugas kehumasan yang telah dilakukan selama kurun
waktu Tahun 2017 diarahkan dalam rangka meningkat-
kan citra Badan Masional Pencarian dan Pertolongan. Be-
berapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti :

| Iurm:ls memiliki peran fungsional dalam rangka

1. Penerbitan

Kegiatan penerbitan dilaksanakan dalam rongka men-
yampaikan berbagai informasi kegiatan yang dilaksana-
kan oleh Badan Masional Pencarian dan Pertolongan da-
lam bentuk cetakan. Ada beberapa kegiatan penerbitan
yang disusun selama tahun 2017 diantaranya pembuatan
kalender, agenda, souvenir, dan kegiatan utama yaitu Pe-
nerbitan Rescue News.

2. Kegiatan Dokumentasi dan pelitputan

Adopun kegiatan operasi SAR yang berhasil diliput oleh

bagian Humas antara lain

* Peliputan Terbakarnya KM Zahro Express di Jakarta
(Januari 2017);

* Peliputan Bangunan Runtuh di Jakarta (Januari 2017);

* Peliputan Evakuasi banjir di Jakarta (Pebruari 2017)

* Peliputan Bencana Erupsi Gunung Agung di Denpasar

(Oktober 2017);

Sedangkan Peliputan kegiatan pimpinan yang telah diliput

antara lain sebagai berikut :

*  Acara Pelantikan di Kantor Pusat (5/1/2017);

* Acara Kunjungan Pemrov Sumatera Utara di Kantor
Pusat (10/1/2017);

* Acara Pelantikan Kabasarnas (1/2/2017);

* Acara Kunjungan Kerja ke Balai Diklat, Jonggol
(17/2/2017);

*  Acara Peresmian KN SAR di Tanjung Pinang (7/3/2017);

*  Acara Menerima Kunjungan Luar Negeri (24/4/2017);

*= Acara RDP Siaga Lebaran di Jakarta (6/8/2017);

*  Acara RDP Terkait Anggara (13/6/2017);

* Acora Kobasarnas Memberikan Materi Poda Suscoka
di Kantor Pusat (14/6/2017);

*  Acara Kunjungan dari Bupati Mentawai di Kantor Pusat
(18/7/2017);

* Acara SAR Challange di Denpasar (3/8/2017);

*  Acara Pelantikan Kepala BMKG di Jakarta (3/11/2017);

* Acara Peresmian Empat Kansor di Kantor Pusat
(13/12/2017);

* Acara Sea Trial di Tanjung Burung (20/12/2017)
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PUSAT DATA
DAN INFORMASI

PEMBINAAN DATA DAN INFORMASI

usat Data dan Informasi (Pusdatin] melaksanakan ke-
giatan-kegiatan untuk mendukung visi dan misi Badan
MNasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) secara
keseluruhan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terse-
but merupakan bagian dari program utama Basarnas dan
beberapa kegiatan tersebut juga telah menjadi kegiatan
rutin yang diloksanakan oleh Pusdatin setiap tahunnya.
Pada tahun 2017 Pusdatin telah melaksanakan 20
program kegiatan yang berasal dari Daftar Isian Pelaksa-
naan Anggaran (DIPA] Basarnas dengan total anggaran
semula sebesar Rp. 143.413.837.000,- (seratus empat

puluh tiga milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus

MAMA KEGIATAM

BELAMIA BAKARCS

Femalihoraan Operosional SMS Goteway
Longgonan [nlermet LPSE

Langgonan Internet don Jaringan
Mainienanca [T 5

Fembinoo

Pengeioioan LFSE Bosarnas

Pembayaran Licensa Aplikasi

dan Intormasi Stotistik SAR
Penpeloloon Website Bosornios

Pembinoon |T Technical Seppord

Jumlah Balanjo Barang

BELAMIA MCIDAL

SIP| {Sistern Informasi Pangawason Intarnal)

Pengodaoon Maritime SAR Informofion Syslem Infegration Program
Fengembangon Porlal G5
Pembangunan Introstrukiur Dasar 71 Balai Diklat Basarnos
Dphmalisas Jaringon Tl Basarnos

Anhikos Permlaicn Kinena

Pengintegrasion Sistem Aplikasi Basarnas

CPTIMALISAS

Fengodoon Taclical Mobila: Surveil onice For AR

APBMN-P
Roll Out SAR Core [APEM-F
Dizaster Recovery Center (DRC) (APBM-P|

Integros Ship Security Alart System (APBMN-F)

JUMLAH APBN -P
JUMLAH BELANJA MODAL
JUMLAH KESELURUHAN

Perincian mengenai keseluruhan program kegiatan terse-
but diatas adalah sebagai berikut :
1. Langganan Operasional SMS Gateway

Kegiatan Langganan Operasional SMS Gateway
ini semula dipergunakan untuk membayar biaya opera-
sional SMS Gateway untuk kebutuhan internal organisasi
Basarnas. Mamun dengan seiring majunya perkembangan
teknologi informasi saat ini terutama dengan munculnya

PAGU AWAL (RP.)

35.000.000.000, -
132.413.837.000,-
143.413.837.000,-

tiga puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut ada yang
bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Ne-
gara — Perubahan (APBN-P). Dari total anggaran yang dit-
erima tersebut, beberapa kegiaton Belanja Barang Pusda-
tin ada yang mengalami pemotongan yang diperuntukan
sebagai Anggaran Efisiensi Basarnas dengan nilai alokasi
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Salah
satu kegiotan Pusdatin yang hilang karena pemotongan
tersebut adalah Pengelolaan Website Basarnas,

Dengan demikian maka anggaran yang tersedia
untuk Pusdatin menjadi sebesar Rp. 141.413.837.000,-
[seratus empat pulub satu milyar empat ratus tiga belas
juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Maka nilai
total realisasi penyerapan anggaran hingga akhir bulan
Desember 2017 adalah sebesar Rp. 139.609.808.842 -
[seratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus sembilan
juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus empat pu-
luh dua rupiah) dengan persentase sebesar 98,72% (sem-
bilan puluh delapan kema tujuh puluh dua persen).
Berikut ini adalah rekapitulasi program kegiatan Pusdatin
untuk tahun 2017 :

PAGLU SETELAH
EFISIENSI (RP.)

REALISASI (RP.)

1549 875 Bd4 -
8. 771.804.B47 -

270005000000, 2854 5.000.000,-

Q. 741.600.000,-

35.000.000.000,—
132.413.837.000,—
141.413.837.000,—

34.499.410.000, -
130.838.004.000, -
139.609.808.842,

berbagai aplikasi-aplikasi menerima dan mengirim pesan
tanpa berbayar, maka pemakaian SMS Gateway dinilai su-
dah tidak efektif dan efisien lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut mako kegiatan
Layanan Operasional SMS Gateway ini kemudian dialih-
kan fungsi dan peruntukkannya sesuai dengan kebutuhan
yaitu untuk membayar layanan sewa hosting/ web hosting.
Sewa hosting adalah penyewaan tempat untuk menam-
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pung data-data yang diperlukan
oleh sebuah website agar dapat di-
akses melalui internet.Layanan web
hosting harus memiliki ruang besar
dan bandwidth untuk menampung
pengunjung situs, Sebuah layanan
web hosting juga harus memiliki
layanan backup database secara
otomatis, ini salah satu cara untuk
mengantisipasi datangnya seran-
gan malware atau hacker yang ke-
mungkinan besar akan menghilan-
gkan beberapa data yang ada.

2. laongganan Internet LPSE

Salah satu pemanfaatan
internet yang memberikan man-
faat dan mempermudah erganisa-
si dan instansi dalam melaksanao-
kan hubungan untuk memperoleh
barang, jasa, dan informasi lain-
nya dengan para pelaku bisnis
sebogai penyedia barang/ |asa
tersebut adalah melalui Layanan
Pengadaan  Secara  Elektronik
(LPSE). Melalui LPSE ini seluruh
pengadaan barang/ jasa dilaku-
kan secara online (e-procurement)
dengan memakai akses internet.
Untuk memperlancar pelaksanaan
kegiatan LPSE tersebut maoka ak-
ses internet yang digunakan terpi-
sah dari akses internet utama Ba-
sarnas. Penyediaan akses internet
ini dilakukan dengan menyewa
bandwidth yang dilakukan secara
berkala setiap tahunnya. Saat ini
kapasitas bandwidth yang disedia-
kan oleh pihak ketiga adalah sebe-
sar 20 Mbps.

3. Langganan Internet dan Jarin-
gan

Untuk menghindari  ter-
jodinya kelambaton dalom akses
internet tersebut, Pusdatin berusa-
ha untuk menyediakan bandwidth
yang kopasitas besarannya telah
disesuaikan dengan jumlah peng-
guna dan aplikasi yang dipakai
sehingga ketersediaan akan akses
internet yang semakin cepat dapat
terpenuhi. Dengan besarnya kapa-
sitas bandwidth tersebut diharo-
pkan pemenuhan akses internet
dapat berjalan dengan lancar se-
hingga dapat mendorong kinerja
pegawai agar lebih optimal ter-
masuk dalam hal pencarion dan
pertukaran data dan informasi,
maupun untuk kebutuhan meng-
akses aplikasi.

4. Maintenance IT System Support
Melalui kegiatan Maintenance IT
System Support yang dilakukan secara ber-
kala dan tertato dengaon baik, doya guna/
performance perangkat yang ada dihara-
pkan dapat tetap terjaga kualitas dan kin-
erjanya sehingga dapat memperpanjang
umur perangkat/ peralatan yang ada. Se-
lain itu kita juga dapat mengetahui kondisi
sefiap perangkat yang ada sehingga apa-
bila ditemukan suatu perangkat mengalami
kerusakan maka tindakan perbaikan perlu
dilakukan secara cepat dan tepat agar tidak
terjadi suatu stagnasi dari proses kegiatan
operasional yang sedang berjalan,

5. Pembinaan Kompetensi SDM Tl
Penyampaian materi dalam pela-
fihan tersebut berupa Pengenalan dan
pengoperasian  Aplikasi Sistem  Informasi
Eksekutif Kesiapsiagaan, Integrated Mar-
iime SAR Surveilance {IMSAR) dan Sistem
Informasi Data Basarnas (SIMASDA). Sasa-
ran yang ingin dicapai dari penyampaian
materi tersebut adalah vntuk mengenalkan
kepada para peserta mengenai aplikasi ke-
siapsiagaan yang telah dibangun.
Selain diklat yang diselenggarakan bagi
personil Kansar, Pusdatin juga bekerjasama
dengan pihak ketiga untuk menyelenggar-
akan diklat bagi personil Kantor Pusat yang
bertempat di Ruang Laboratorium IT Pusda-
tin Lantai 5 Gedung Basarnas.

6. Pengelolaan LPSE Basarnas
Layanan Pengadaan Se-
cara Elektronik (LPSE) didirikan
sebagai bentuk upaya untuk men-
ingkatkan efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan
pengadaan barang/ josa dengan
memanfaatkan teknologi informa-
si.
Dalam melaksanakan tugasnya
tersebut, LPSE selalu berkoordinasi
baik secara internal yang dilaku-
kan di lingkungan Basarnas, mau-
pun secara eksternal yang dilaku-
kan dengan LKPP terkait dengan
kegiatan operasionalisasi  LPSE.
Koordinasi dengan LKPP tersebut
berkaitan dengan :
*  Pembuatan SLA (Service Level
Agreement)
* Pemenuhan 17 Standarisasi
(Standar LPSE 2014)
* |Instalasi OS5 dan Konfigurasi
SPSE Versi 3.6 dan Versi 4,12
* Backup database sistem SPSE

LKPP saat ini mengeluarkan Stan-
dar Kebijokan yang harus dipe-
nuhi oleh seluruh LPSE di Indone-
sia dalam peningkatan standar
pelayanan LPSE yang meliputi 17
item standarisasi (Standar LPSE
2014), yaitu :

STANDAR

Kebijokan Layanan
Pengorganisosian Layanan
Pengelolaon Aset Layanan
Pengelolaan Risiko
Layanan Helpdesk
Pengeloloan Perubahan

Pengelolaon Kapasitas

Pangelolaan Sumber Daya Manusia

Keormanan Perangkat

Pengeloloan Keamanan QOperasional Layanan

Pengelolaan Keamanan Server don Jaringan
Pengelolaan Kelangsungan Layanan
Pengelolaon Anggaran Layanan

Pengelolaan Pendukung Layanan

Pengelolaaon Hubungan dgn Pengguna Layanan

Pengeloicon Kepatuhan

Pamilaian Internal

STATUS KETERANGAN

Terpenuhi Selesai

Terpenuhi Selesoi

Terpenuhi selesa
Terpanuhi selasal
Tarpanuhi Salasai
Terpenuhi Selesal
Terpenuhi Selesa
Terpenuhi aelesai
Belum terpenuhi Perlu assessment
Belurmn terpenuhi Parlu ossessmenl
Belurm terpenuhi Perlu assessmen
Terpenuhi Selesai
Terpenuhi Selesai
Terpenuhi Seleso
Terpenuhi Seleso
Belum terpenuhi Parlu assessment

Belumn terpenuhi Perlu aossessment
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Selain pemenuhan standarisasi tersebut, unit LPSE yang
ada diseluruh Indonesia juga diwajibkan untuk membuat
Service Level Agreement (SLA) atau Kesepakatan Tingkat
Layanan. SLA ini merupokan perjanjian tertulis antara
penyelenggara layanan (LKPP) dengan pengguna layanan
(LPSE). SLA sangat penting peranannya bagi instansi yang
menyelenggarakan sistem elektronik untuk pelayanan
publik. Dengan adanya SLA ini maka akan menjamin as-
pek teknologi dan aspek layanan pelanggan, termasuk
ketersediaan sumber daya dukungan dan waktu respon
terhadap dukungan teknis,

7. Pengeloloan Data dan Informasi Statistik SAR

Tujuan dari kegiatan Pengelolaan Data Statistik ini adalah
sebogai bentuk penyajian informasi untuk memberikan
gambaran sistematis khususnya informasi musibah yang
telah ditangani oleh Basarnas, sehingga informasi yang
disajikan tersebut dapat dengan mudah dimengerti karena
ditampilkan dalam bentuk infografis.

PENGADAAN BARANG/ JASA

1. SIPI (Sistem Informasi Pengawasan Internal)

Sistem Informasi Pengawasan Internal (SIPl) Basar-
nas merupakan suatu aplikasi perangkat lunak (software)
yang dijalankan secara terintegrasi dan online berbasis
web untuk membantu mengelola daota dan keseluruhan
proses pengelolaan pengawasan internal serta membantu
manajemen dan pimpinan dalam pengambilan keputusan
di lingkungan Basarnas. Implementasi Sistem Informasi
Pengawasan Internal (SIPl) dilokukan secara online den-
gan dukungan aplikasi web based yang dapat diimple-
mentasikan baik pada jaringan intranet dan internet seh-
ingga memberikan fleksibilitas dan mobilitas akses sistem
yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
Pembangunan aplikasi SIPI ini bertujuan untuk menginte-
grasikan proses perencanaan dan pelaksanaan pemerik-
saan secara transparan dan akuntabel demi tercapainya
efisiensi sumber daya tenaga auditor, waktu dan dana da-
lam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Seluruh perangkat yang ada tersebut setelah dilakukan
pengecekan selanjutnya akan didistribusikan ke unit kerja
Inspektorat selaku user/ pengguna aplikasi SIPI.
Sedangkan untuk aplikasi SIPFl sementara ini domainnya
masih menggunakan alamat http://klikaja.info/sipi/.

2. Pengembangan Portal GIS

Geographic Information System (GIS) atau Sis-
tem Informasi Geografis diartikan sebagai sistem infor-
masi yang digunokan untuk memasukkan, menyimpan,
memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan meng-
hasilkan data bereferensi geografis atau data spasial, un-
tuk mendukung pengambilan keputusan dalam perenca-
naan dan pengelolaan penggunaan lahan, inventarisasi
asset, sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas
kota, dan pelayanan umum lainnya.
Informasi yang akurat merupakan unsur penting dalam
mendukung proses pengambilan keputusan, termasuk
proses perencanaan dan kegiatan SAR. Untuk menjalan-
kan tupoksi Basarnas dengan baik, kemudahan akses ter-
hadap informasi yang akurat dengan jangkauan yang luas
merupakan hal yang sangat krusial dalam operasional ke-
giatan Basarnas. Oleh karena itu, SIMASDA akan diban-

gun dengan mengoptimalkan teknologi terkini mengguna-
kan Sistem Informasi Geografis berbasis web (Web-GIS),
pertukaran data berbasis web-service dan juga komunika-
si berbasis perangkat bergerak. Kombinasi penggunaan
teknologi tersebut dapat memastikan kemudahan akses
informasi yang akurat, baik informasi spasial maupun
non-spasial untuk mendukung kegiatan harian Basarnas.
Pengembangan aplikasi utama SIMASDA ini meliputi de-
sain ulang tampilan web portal GIS agar lebih user friend-
lydan desain mobile device friendly. Portal GIS SIMASDA
saat ini memiliki beragam fungsi yang cukup kompleks
dan mengoptimalkan fitur yang sudah ada tersebut meru-
pakan tantangan tersendiri agar sistem dapat terus digu-
nakan dan terjaga dengan baik. Hasil studi menunjukkan
masyarakat cenderung lebih banyak mengaokses perang-
kat bergerak/ mobile. Berdasakan hal tersebut maka
pengembangan SIMASDA ini juga didesain agar mudah
digunakan pada perangkat mobile.

3. Pembangunan Infrastruktur Dasar Tl Balai Diklat Ba-
SArNas
Pembangunan infrastruktur teknologi informasi
tersebut dimaksudkan sebagai pondasi awal bagi penera-
pan teknologi informasi di Balai Diklat yang dapat diman-
faatkan juga sebagai file sharing atau perfukaran data
dan informasi antara Kantor Pusat dengan UPT melalui
jaringan internal Basarnas. Melalui Pembangunan Infra-
struktur Dasar Teknolegi Informasi diharapkan kebutuhan
fasilitas teknologi informasi poda Balai Diklat terpenuhi
untuk mendukung kinerja Balai Diklat dalam menjalankan
tugas dan fungsinya.
Tahap awal peloksanaan pekerjaan ini adalah melakukan
survey lokasi yang kemudian dilanjutkan dengan peker-
jaan sipil berupa pembangunan dan instalasi seluruh
perangkat. Survey lokasi tersebut dilaksanakan pada bu-
lan Mei tahun 2017 untuk melokukan :
* Penentuan ftitik pemasangan kabel Fiber Optik (FO),
UTP dan Kelistrikan;
*  Penentuan titik penempatan Personal Computer (PC),
projector dan layar;
* Pengecekan ruang server;
* Inventarisasi kebutuhan user berkenaan dengan ap-
likasi e-Learning dan Assets Management.

4. Optimalisasi Jaringan T| Basarnas

Badan Nasional Pencarian dan Perfolongan memi-
liki ratusan perangkat baik perangkat jaringan komunikasi
data maupun perangkat server. Setiap perangkat tersebut
akan menghasilkan log yang berisi seluruh aktifitas, baik
yang bersifat informasional, kegogalan fungsi (alarm),
notifikasi dan sebagainya. Log ini sangat bermanfaat da-
lam melakukan proses analisa permasalahan sehingga
pengambilan keputusan bisa efektif dan tepat sasaran,
Pada tahun ini pekerjaan Optimalisasi Jaringan Basarnas
dilaksanakan di 10 Kantor Pencarian dan Perfolongan
(Kansar) dengan cakupan kegiatan meliputi revitalisasi,
pembangunan data center dan penambahan jaringan
untuk mengakomodasi jumlah personil di masing-masing
Kantor Pencarian dan Pertolongan. Untuk implementasi
server ruang lingkup kegiatan meliputi pembangunan AAA
Server, VPN Server, dan Syslog Server,
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